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ABSTRAK

Skripsi ini Merupakan hasil dari penelitian pustaka yang berjudul “Analisis
Asas Fiktif Positif dan Asas Al-adl dalam Figh Siyasah Terhadap Undang-Undang
No 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja” Peneclitian ini ditulis bertujuan untuk
menjawab rumusan masalah yaitu: bagaimana asas Fiktif Positif setelah
diundangkannya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, dan
bagaimana analisis Figh Siyasah terhadap perlindungan hukum bagi masyarakat
yang tidak mendapatkan tanggapan dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode normatif yang
mana menggunakan studi pustaka dalam mengumpulkan data. Teknis analisis data
menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yang mana dapat memberikan gambaran
secara metodis, faktual, dan akurat yang berkenaan dengan objek dari penelitian ini.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan
perundang-undangan Statue Approach dan pendekatan konseptual conceptual
approach.

Hasil dari penelitian ini ialah dengan hilangnya kewenangan pengadilan tata
usaha negara membuat asas-asas keadilan yang ada tidak berjalan, hal ini tidak
sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam asas Al-adl. Masyarakat juga dirugikan
tetapi dengan adanya gugatan ommision keadilan bagi masyarakat kembali
terpenuhi karena gugatan ommision dapat menggantikan fungsi dari asas fiktif
positif yang mana hal tersebut dapat mengembalikan keadilan yang hilang yang
diakibatkan oleh hilangnya wewenang dari pengadilan tata usaha negara terhadap
permohonan fiktif positif tersebut.

Saran yang diberikan peneliti ialah agar pemerintah untuk meneliti dengan
detail undang-undang sebelum disahkan dan menguji dulu undang-undang tersebut.
Semoga pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam melayani masyarakat agar
dikemudian hari tidak ada masyarakat yang dirugikan lagi.
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